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ABSTRAK 

 

 

Implementasi Kebijakan Pelayanan Nilai Tanah  

pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi 

Goyandi Dwi Ammar 

goy.dwiammar@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan Pelayanan Nilai Tanah 

pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Metode yang digunakan 

adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara dan telaah dokumen. Berdasarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi, 

hasil penelitian menunjukkan faktor komunikasi sudah berjalan 

dengan baik, sementara ditinjau dari faktor sumber daya, sikap 

pelaksana dan struktur birokrasi kurang berjalan dengan baik. 

 

 

Kata kunci: implementasi, nilai tanah, komunikasi, sumber daya, 

disposisi, struktur birokrasi 
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ABSTRACT 

 

 

Implementation of Land Value Service Policy  

at the Bekasi City Land Office 

Goyandi Dwi Ammar 

goy.dwiammar@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

 

This study aims to explain the factors that influence the 

implementation of the Land Value Service policy at the Bekasi City 

Land Office. The method used is a qualitative research method. Data 

was collected through interviews and document review. Based on 

the factors that influence the implementation of the policy, namely 

communication, resources, attitude of implementers and 

bureaucratic structure, the results of the study show that the 

communication factor has gone well, while in terms of resource 

factors, the attitude of the implementer and the bureaucratic 

structure is not going well. 

 

 

Keywords: implementation, land value, communication, resources, 

disposition, bureaucratic structure 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, setiap warga Indonesia berhak mendapatkan kemudahan yang yang baik. 

Tujuan dari diberikannya fasilitas umum, yaitu berupa pelayanan publik ialah 

upaya memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pelayanan publik dan 

kehumasan. Salah satu penyelenggara publik yang memberikan pelayanan adalah 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pelayanan 

yang diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

adalah Pelayanan Pertanahan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 20 tahun 

2015 tentang Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa Badan Pertanahan 

Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pertanahan, yang salah satu fungsinya adalah menerapkan pengelolaan informasi 

lahan pertanian berkelanjutan dan informasi sektor pertanahan. Salah satu 

informasi di bidang pertanahan yang diberikan kepada masyarakat adalah data 

tentang nilai tanah. Informasi nilai tanah ini menjadi penting karena dijadikan 

sebagai isu penting dalam hal ketidaksempurnaan informasi. Dalam hal ini, 

transparansi terhadap informasi nilai tanah menjadi salah satu isu penting yang 

direkomendasikan oleh Bank Dunia untuk meningkatkan indeks kualitas 

Administrasi Pertanahan dalam pemeringkatan Ease of Doing Business (EoDB). 

Transparansi terhadap informasi nilai tanah dapat menekan terjadinya praktik 

spekulasi harga tanah. Keberadaan spekulasi menyebabkan masalah inefisiensi. 

Spekulasi menyebabkan harga transaksi lebih tinggi dari nilai keekonomian lahan 

yang bersangkutan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 

memberikan nilai tanah secara transparan, dengan memperhatikan nilai-nilai 

ekonomi, sosial dan budaya yang melekat pada masyarakat.. Keterbukaan 

informasi ini akan menurunkan searching costs (biaya untuk mencari informasi) 

dan menciptakan kepastian dan transparansi dalam administrasi pertanahan yang 
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sekaligus memperkecil peluang terjadinya korupsi di dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan tanah dan ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional sendiri dikenal dua jenis peta yang menyajikan informasi 

nilai tanah, yaitu peta nilai tanah berbasis bidang dan peta zona nilai tanah. Kedua 

jenis peta tersebut diperlukan sebagai dasar perkiraan tarif Penerimaan Negara 

Bukan Pajak beberapa layanan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam perkembangannya informasi tersebut 

juga digunakan sebagai dasar dalam menentukan besaran nilai pajak, baik Pajak 

Bumi dan Bangunan maupun Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagian pemerintah daerah, baik di tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota telah dan akan menyelenggarakan kerjasama 

(MOU dan PKS) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan informasi nilai 

tanah. Kebijakan dan strategi Rancangan Rencana Strategis Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional salah satunya adalah meningkatkan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak secara signifikan guna pencapaian visi 

menerapkan pengelolaan ruang dan pertanahan berstandar dunia dan andal.  

Nilai tanah sebagai referensi dalam pelayanan masyarakat, pertama kali 

digunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan 

Pertanahan Nasional. Sebelum tahun 2010, Badan Pertanahan Nasional 

menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan 

Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 menggunakan variabel 

nilai jual objek pajak dalam menentukan tarif, sementara yang digunakan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 adalah nilai tanah yang ada pada peta 

zona nilai tanah. Dalam perkembangannya untuk mengurangi beban masyarakat, 

mengembangkan perekonomian nasional, menyesuaikan jenis dan tarif pajak 

penghasilan tidak kena pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlangsung 
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pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

sebagaimana halnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2010, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis 

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Varibel nilai 

tanah tetap digunakan pada peraturan ini sebagaimana Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 

2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

bahwa nilai tanah adalah nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peta 

zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun 

berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan 

Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan. Nilai tanah dalam peta 

zona nilai tanah tersebut digunakan sebagai penentuan tarif dalam pelayanan 

pertanahan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 

tahun 2015, dalam pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa besarnya 

perhitungan tarif untuk: 

1. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama kali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan 

Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

atau Hak Pakai Berjangka Waktu dan Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah 

untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka 

Waktu, dihitung berdasarkan rumus T= (20/00 x Nilai Tanah) + 

Rp.100.000,00.  

2. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 huruf berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan 

Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan 

rumus T = (10/00 x Nilai Tanah) + Rp.50.000,00.  
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Selain itu dalam Pasal 18, menjelaskan perhitungan tarif untuk Pelayanan 

Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan 

Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 

5/Prk/1965 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i adalah sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) dari nilai tanah. Di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 

Nomor 128 tahun 2015, juga tertulis bahwa terdapat beberapa layanan informasi 

pertanahan yang terkait dengan nilai tanah, antara lain dapat melihatnya di tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 

Pelayanan Informasi Nilai Tanah yang Terkait dengan Nilai Tanah 

No. 
Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 
Satuan Tarif 

1. Nilai Tanah atau Nilai Aset 

Properti 

Per bidang Rp50.000,00 

2. Zona Nilai Tanah (min 50 

hektar) 

Per hektar Rp1.000,00 

3. Nilai Ekonomi Kawasan 

(min 50 hektar) 

Per hektar Rp1.000,00 

4. Nilai Aset Kawasan (min 

50 hektar) 

Per hektar Rp1.000,00 

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015  

 

Namun untuk dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara 

signifikan serta mencapai pelayanan publik yang berkualitas tidaklah mudah 

mengingat masih banyak permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan data dari 

statistik.atrbpn.go.id diperoleh bahwa pelayanan informasi nilai tanah di Kantor 

Pertanahan Kota Bekasi sejak digunakannya peta zona nilai tanah dalam 

pelayanan pertanahan malahan mengalami penurunan penerimaan negara. Padahal 

hakikatnya nilai tanah di Kota Bekasi mengalami kenaikan setiap tahunnya yang 

efeknya akan meningkatkan pula pelayanan informasi nilai tanah, namun di 

Kantor Pertanahan Kota Bekasi justru mengalami penurunan. Hal ini tentu saja 

tidak berjalan sesuai dengan tujuan adanya perubahan dari Peraturan Pemerintah 
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Nomor 46 Tahun 2002 yang berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2010 dan selanjutnya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 

2015 yaitu diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk dikelola 

dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.2 

Jumlah Berkas dan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pelayanan 

Informasi Nilai Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2014-2018 

 

Berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah dari Direktorat Penilaian Tanah dan 

Ekonomi Pertanahan yang terkait kegiatan Pelayanan Informasi Nilai Tanah 

Tahun 2020 yang dirangkum dari Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi di seluruh wilayah Indonesia, beberapa hal permasalahan antara 

lain belum tersedianya peta zona nilai tanah dengan cakupan wilayah diseluruh 

kabupaten/kota. Idealnya pembaruan harus dilaksanakan setiap tahun, namun 

pelaksanaannya tidak bisa dilakukan karena terkendala anggaran. Selain itu juga 

masih ada beberapa Kantor Pertanahan yang belum memanfaatkan peta zona nilai 

Tahun 
Jumlah Berkas (Berkas)  

dan Nilai PNBP (Rp.) 

Informasi Nilai Tanah atau  

Nilai Aset Properti  

2014 
Jumlah 20.318  

Nilai PNBP 1.015.700.000  

2015 
Jumlah 20.234  

Nilai PNBP 1.012.250.000  

2016 
Jumlah 18.203  

Nilai PNBP 923.250.000  

2017 
Jumlah 16.649  

Nilai PNBP 835.000.000  

2018 
Jumlah 7.737  

Nilai PNBP 386.950.000  
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tanah dalam pelayanan dikarenakan terkendala kurangnya sumber daya manusia 

yang mengerti aplikasi layanan informasi nilai tanah serta masih ada kekawatiran 

pihak Kantor Pertanahan terhadap nilai tanah yang dihasilkan akan memberatkan 

masyarakat dalam pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hasil peta 

zona nilai tanah yang sudah ada, masih dianggap belum mencerminkan nilai yang 

ada di lapangan. Selain itu juga ditemukan masalah anggaran untuk survei 

lapangan yang tidak ada, bila diharuskan cek lokasi dalam menanggapi keberatan 

informasi nilai tanah dari masyarakat.  

Tabel 1.3 

Peta Zona Nilai Tanah dari Tahun 2007-2020 

No Jenis Wilayah Luas (Ha) Proporsi (%) 

1.  Luas daratan Indonesia 189.130.508 100,00 

2.  Kawasan hutan 125.829.120 66,53 

3.  Kawasan budidaya (non hutan) 63.423.070 33,53 

4.  Kawasan budidaya yang telah 

tersedia peta zona nilai tanah 

35.325.932 55,70 

5.  Kawasan budidaya yang belum 

tersedia peta zona nilai tanah 

28.097.138 44,30 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Direktorat Penilaian Tanah, Tahun 2020 

 

Permasalahan seperti yang disebutkan di atas, tentu saja, bukan berdiri sendiri dan 

ada sebab akibat yang mendahuluinya. Berkenaan dengan itu sangat penting bagi 

semua pemangku kepentingan untuk melihat dari berbagai sudut pandang secara 

utuh sehingga melihat permasalahan dari kacamata yang obyektif dan menemukan 

solusi terbaiknya. Berdasarkan problem dan isu tersebut, menjadikan penulis 

melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Nilai Tanah 

A. JJ uu mm ll aa hh   PP rr oo vv ii nn ss ii           ::         33 44 

B. JJ uu mm ll aa hh   KK aa bb // KK oo tt aa                       ::     55 11 77 

C. KK aa bb // KK oo tt aa   bb ll mm   aa dd aa   PP ee tt aa   ZZ NN TT                 ::         77 44   (( 11 44 ,, 33 11 %% )) 

D. KK aa bb // KK oo tt aa   ss uu dd aa hh   aa dd aa   PP ee tt aa   ZZ NN TT           ::     44 44 33   (( 88 55 ,, 66 99 %% )) 

1) PP ee tt aa   ZZ NN TT   ss uu dd aa hh   dd ii uu pp ll oo aa dd                 ::     22 44 22   (( 44 66 ,, 88 11 %% )) 

2) PP ee tt aa   ZZ NN TT   bb ll mm   dd ii uu pp ll oo aa dd                 ::     22 00 11   (( 33 88 ,, 88 88 %% )) 

3) KK aa bb // kk oo tt aa   mm ee ll aa kk ss aa nn aa kk aa nn   pp ee ll aa yy aa nn aa nn   ZZ NN TT   ::     22 44 22   (( 44 66 ,, 88 11 %% )) 
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pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Hal ini penting diketahui dalam kaitannya 

dengan upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan dalam upaya 

meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara signifikan. Kota Bekasi 

merupakan salah satu buffer zone ibu kota Jakarta. Kota Bekasi memiliki populasi 

sebesar 3,2 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 16.500/km dan luas 

wilayah 210.000 km, maka Kota Bekasi dipilih sebagai lokasi penelitian. Kondisi 

yang demikian ini menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah pemukiman pekerja 

Jakarta. Hal ini dikutip dari media online metro.tempo.co sebagaimana web 

berikut (https://metro.tempo.co/read/1248859/penduduk-kota-bekasi-tertinggi-

ketiga-setelah-dki-dan-surabaya/full&view=ok). 

Selain itu, wilayah Kota Bekasi menjadi menarik untuk daerah permukiman 

karena terdapat beberapa pembangunan infrastruktur yang juga merupakan Proyek 

Strategis Nasional (PSN) yang melewati wilayah Kota Bekasi, antara lain:  

1. Tol Layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu); 

2. Kereta Cepat Jakarta Bandung; 

3. Tol Layang Jakarta Cikampek II; 

4. Light Rail Transit (LRT); 

5. Double-double Track (DDT) KRL Jakarta-Cikarang; 

6. Tol Cimanggis-Cibitung; 

7. Tol Jakarta Cikampek II Selatan, dan 

8. Jalur Rel Kereta Jakata-Surabaya Elevated,  

Bisa dibayangkan apabila semua sudah selesai dibangun akan menjadikan Kota 

Bekasi terkoneksi dengan mudah, tentu saja dampak yang paling nyata akan 

semakin banyak orang yang memilih tinggal di Kota Bekasi yang salah satu 

dampaknya akan meningkatkan permintaan akan tanah. Dalam layanan 

pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah melaksanakan pelayanan 

pertanahan informasi nilai tanah menggunakan peta zona nilai tanah sejak tahun 

2013 berada di 5 besar daftar kabupaten/kota penyumbang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak di Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan data dari Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 (statistik.atrbpn.go.id), 

https://metro.tempo.co/read/1248859/penduduk-kota-bekasi-tertinggi-ketiga-setelah-dki-dan-surabaya/full&view=ok
https://metro.tempo.co/read/1248859/penduduk-kota-bekasi-tertinggi-ketiga-setelah-dki-dan-surabaya/full&view=ok
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Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 sebesar Rp8.796.228.875,-. dimana 

menjadikan Jawa Barat termasuk 5 besar provinsi di Indonesia yang 

menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Kepala kantor pertanahan sebagai pihak yang paling berperan dalam 

melaksanakan layanan pertanahan, belum memiliki pemahaman yang sama 

akan pentingnya menggunakan peta zona nilai tanah di dalam layanan 

pertanahan; 

2. Cakupan wilayah peta zona nilai tanah yang sudah dilakukan pemetaan baru 

sekitar 55,70% dari luas Kawasan budidaya Indonesia; 

3. Anggaran pembuatan dan pembaruan peta zona nilai tanah yang minim; 

4. Volume dan kecakapan dari sumber daya manusia untuk menguasai ilmu 

penilaian tanah; 

5. Hasil peta zona nilai tanah yang sudah ada, dianggap belum mencerminkan 

nilai yang ada di lapangan. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor dasar yang sudah disampaikan, 

maka rumusan masalah yang akan diangkat pada studi ini ialah sebagai berikut: 

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Nilai Tanah pada Kantor 

Pertanahan Kota Bekasi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapaun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan Pelayanan Nilai Tanah pada Kantor 

Pertanahan Kota Bekasi. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan manfaat dari pelayanan 

informasi nilai tanah untuk: 

1. Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan yang berhubungan 

dengan nilai tanah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional, dan Lembaga Pemerintahan lainnya;  

2. Meningkatkan ketersediaan hasil penelitian empiris bagi para ilmuwan yang 

mengkaji kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.  
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